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ABSTRAK

Nama : Tarolo Julu Hasibuan

Nim  : 2010700008

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang KUHP

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022
menuai isu kontroversial, hal ini disebabkan akibat masuknya tindak pidana khusus
pelanggaran berat HAM dalam UU KUHP. Dengan demikian dikhawatirkan akan
memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi
penegakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat.
Akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-undang yang terdampak
dengan diberlakukannya pasal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana ketentuan
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
Tentang KUHP Serta Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak
Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yang
bersifat penelitian deskritif analitif dengan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pembentukan
pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan
proses penegakkan keadilan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan
dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi
justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari
pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM melalui KUHP. Selain
itu, secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur pelaksanaan
hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan.
Sementara dalam tinjauan hukum pidana islam hukuman pelanggaran berat hak
asasi manusia yaitu berupa gishash atau hukuman setimpal.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pelanggaran Berat HAM, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
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1.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Konsonan
Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka
ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

I_Al\li:éf NaTZE# ruf Huruf Latin Nama
| Alif D”a;'g:r'fgkan Tidakdilambangkan
< Ba B Be
- Ta T Te
& sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha(dengan titik di
< ha h bawah)
¢ Kha H Kadan ha
) Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
J Zai Z Zet
0 Sin S Es
By Syin Sy Esdanya
Es (dengan titik di
= sad 3 bawah)
i De (dengan titik di
= dad d ( basvah)
Te (dengan titik di
- ta t bawah)
L - . Zet (dengan titik di
bawah)
a ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El

Vi



Huruf | NamaHuruf | agin Nama
2 Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
> Ha H Ha
. Hamzah Apostrof
Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal

atau moNomorftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
S Fathah A A
- Kasrah | I
_ Dommah U )

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
G Fathah dan ya Ai adani
...... 3 Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatﬁcanHur Nama HurufdanTanda Nama
- Fathah dan alif atau a a dan garis
....... S..... ya a atas
oS Kasrah dan ya i | dan garis di

bawah

vii




u dan garis
di atas

2

) Dommah dan wau

<

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:Jl. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

viii



6.

yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka



yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat
pada manusia, yang tanpa adanya manusia mustahil dapat hidup sebagai
manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. dengan
demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui  aksi
keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Adapun HAM menurut Tilaar HAM adalah Hak-hak yang melekat pada
diri manusia dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai
manusia. hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau
kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. sedangkan menurut Musthafa
Kemal Pasha menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak dasar
yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah
Allah. Sependapat dengan John Locke yang mengemukakan bahwa HAM
adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta,
HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan
fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan

dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.’

! Leoly Ahadiathul Akhiriah Nasution, and Fatrah Yunus Harahap. "Hak Asasi Manusia."
(2019).



Dalam penyelesaian pelanggaran HAM, diperlukan penegasan bahwa
penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan
Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM yang berat saja.?

Namun, Pasca Pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 Desember
2022 ternyata menuai perdebatan publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari
banyaknya isu kontroversial dalam yang masih dipertahankan oleh perumus.
Dari beberapa pasal problematik yang banyak dibahas, salah satu pasal yang
penting untuk dikaji adalah mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi
manusia. Tindak pidana ini diatur dalam Bab 35 mengenai tindak pidana
khusus, dan secara tegas tertuang pada pasal 598 dan 599 tentang kejahatan
genosida dan kemanusiaan. Namun, dengan dimuatnya tindak pidana berat
terhadap HAM dalam UU KUHP dikhawatirkan akan memperpanjang jalan
impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi penegakan dengan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat.® Implikasi masuknya
Tindak pidana Khusus pelanggaran HAM berat tentang genosida dan kejahatan
kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP meninggalkan banyak

persoalan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

2 Soejono Dirdjosisworo, Pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Citra Aditya Bakti,
2002.

3Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Melihat-Kembali-Sederet-Pasal-
Kontroversial-Kuhp-Baru- Lt63ca672b7dc8d/ Diakses 27 Maret 2023



merupakan gross violation of human rights yang dikategorikan sebagai musuh
umat manusia (hostis humanis generis). Literatur hukum menyatakan bahwa
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berada dalam posisi
hierarkhis yang tertinggi dibandingkan dengan semua norma dan prinsip
lainnya dianggap mutlak dan tidak dapat diabaikan.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM untuk memeriksa dan mengadili kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU tersebut, kejahatan terhadap
kemanusiaan dan kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai pelanggaran
HAM yang berat. UU ini secara tegas juga menyatakan bahwa pelanggaran
HAM yang berat adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) dan
berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan
bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Berdasarkan
karakteristik kejahatannya yang sangat khusus dan berbeda dengan kejahatan
“biasa” lainnya maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dalam
menangani kasus ini.

Kemudian, pengecualian asas non-retroaktif yang semula diatur di UU
Pengadilan HAM akan dihapuskan di UU KUHP. pengecualian asas non-
retroaktif dalam menindak pelaku menjadi penting karena pelanggaran HAM
berat dianggap menjadi kejahatan yang sangat serius oleh masyarakat

internasional.* dengan tidak diberlakukannya kembali pengecualian asas non-

4 Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal
Dinamika Hukum 8.1 (2008), hal 67.



retroaktif di UU KUHP, hal ini hanya akan memperpanjang jalan impunitas
dalam mengadili pelaku. Pelaku terlegitimasi berdalih semata-mata karena

pengecualian tersebut bertentangan dengan asas legalitas.>
dangan Islam terkait Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hukum Islam
mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraam
manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang Hak Asasi Internasional.
Penghargaan atas keadilan, perlindungan kehidupan dan martabat manusia,
adalah prinsip-prinsip pokok yang inheren dalam syariat.® Sebagaimana

dijelaskan dalam Q.s. an-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

03785 (S0 Koy achy Sy sl o iss sl o3 sy oty Jaaly b dn &y
(4+)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat Q.S Al-maidah ayat 32 juga dijelaskan:

o 5 G o1 sl 31 e iy LS g5 5 ST s s S A 5 s

Y 3 5 S s e B ey dl (s S a1 G TS e g s
(YY) O30
Artinya:

> Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2.3 (2016):
hal 151.

& Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2.3 (2016) hal
202.



Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
barangsiapa membunuh seseorang. Bukan karena orang itu membunuh orang lain.
atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya
Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu
melampaui batas di bumi.

Ayat di atas menegaskan bahwasannya barang siapa yang membunuh
manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, hal ini sesuai maknanya
dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida dalam pandangan
islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip kesucian kehidupan
manusia. Islam secara tegas melarang pembunuhan orang-orang yang tidak
bersalah dan menekankan pentingnya menjaga kesucian kehidupan manusia serta
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam semua urusan manusia.
Sedangkan Tindakan genosida bertujuan untuk menghancurkan atau
menghilangkan kelompok manusia secara menyeluruh. Selain itu, tindakan
genosida merupakan bentuk ekspresi ketidakadilan dan penindasan terhadap

kelompok tertentu, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam islam Aifz al-nafs: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia,
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntun keadilan atas
pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan
dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenangan-wenangan
merupakan bagian penting dalam mewujudkan Islam yang damai, adil dan
sejahtera. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk
mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak

Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.



B. fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun fokus masalah dalam
Penelitian ini yaitu penelitian hanya berfokus dengan Tinjauan Hukum Pidana
Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor. 1

Tahun 2023 Tentang KUHP”.

C. Batasan istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai

dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Jimly Asshiddigie Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti,
penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian
data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan. pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa
untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagainya.’

2. Menurut Sayyid Sabiq Hukum pidana islam (Figh Jinayah) adalah segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban),
sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari

Alqur'an dan hadis. Tindakan Kriminal, yakni tindakan kejahatan yang

7 Marwan SM & Jimmy P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 651.



1)

2)

mengganggu ketenteraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.®

Pelanggaran hukum menurut Sudarto adalah tindakan seseorang atau
sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum
yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap
hukum yang berlaku.’

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak asasi manusia adalah adalah hak
mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat
pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut
universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap
sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya,
agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap
manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari
kekuasaan manapun.*®

Rumusan masalah

Bagaimana ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi

Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

& Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta:

Sinar Grafika, 2004, him. 9.

9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika

Aditama, 2003, him 20

10 Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra

Wacana Media, 2020.
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2)

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak
Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Semoga proposal ini dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan

terutama pada ruang lingkup hukum pidana Islam yang mengkaji tentang

pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Tentang KUHP.

Manfaat praktis

1. Hasil dari ulasan ini semoga bisa menjadi referensi pemikiran yang dapat
diberikan kepada para ahli hukum, dan masyarakat umum tentang
pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
Tentang KUHP.

2. Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan
menambah ilmu hukum tentang tinjauan hukum pidana Islam terkait
pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
Tentang KUHP.

3. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan manfaat

penelitian ini sebagai revensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun



skripsi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No.
1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.
4. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang fakultas syariah
dan ilmu hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan.
G. Landasan teori
1. Hak Asasi Manusia
a. Defenist HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Sacara formal konsep mengenai Hak
Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB
memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal,
yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara
eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia,
yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat
dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati
dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat
penghormatan dan perlindungan terhadap HAM 1ialah menjaga keselamatan

eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan
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antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum.!
b. Pengaturan Pengadilan Hak Asasi Manusia
Sejatinya HAM diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan
seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi dihormati dan dilindungi oleh negara
hukum pemerintah dan setiap orang.!* Secara normatif, penegakkan HAM di
Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Adapun undang-
undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar

1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.™

Dalam upaya perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki
beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM, Terkhusus untuk
mengadili pelanggaran HAM berat, maka lahirkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang pengadilah Hak Asasi Manusia. dibentuknya Pengadilan
HAM tersebut dilaksanakan atas pertimbangan bahwa Pelanggaran hak asasi
manusia berat dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun
internasional dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang

mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun

11 Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan
Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: Ull Press, 2001, him.39

12 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

13 Harison Citrawan. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah
Tinjauan Metodologi." Jurnal HAM 8.1 (2017): 24.
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masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia berat diperlukan langkah-langkah
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
Pelanggaran HAM berat dinilai sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime) sehingga memerlukan upaya yang luar biasa juga untuk
penuntasan kasusnya. Dalam hal ini kasus pelanggaran HAM berat
membutuhkan lembaga khusus seperti Komnas HAM yang melakukan
penyelidikan, dan Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.
selain itu, dibutuhkan juga sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili
perkara tersebut.

2. Gambaran Umum Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan Figh Jinayah. Figh Jinayah terdiri
dari dua kata, Figh secara bahasa berasal dari lafal Faqiha, yafgahu fighan yang
berarti mengerti, paham. pengertian Figh secara istilah dikemukakan Abdul Wahab
Khallaf ia mengemukakan Figh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis
yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Jinayah berasal dari kata Jana dan Jinayah yang berarti memetik, dosa atau
kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang
buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah secara istilah Fuqaha
sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu Jinayah adalah
suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu
mengenai jiwa, harta atau lainnya. Pengertian Jinayah secara bahasa dan istilah

sebagaimana dikutib dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata
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yaitu Figh dan Jinayah. Pengertian Figh secara bahasa berasal dari Fagiha Yafqahu,
yang berarti mengerti dan paham.'*

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian figh jinayah itu
adalah ilmu tentang hukum syara’yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang
dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
pengertian figh Jinayah tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana
menurut hukum positif. menurut Muslih bahwa hukum pidana adalah hukum
mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. bahwa yang dimaksud
dengan Jinayah perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta
maupun kehormatan.

figh Jinayah dinamakan juga hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan
hukum mengenai pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang
mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang
terperinci dari al-Qur’an dan Hadist).

b.  Asas-asas Hukum Pidana Islam

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan
tidak ada hukuman sebelum undang-undang yang mengaturnya. Asas ini di

dasarkan pada Al-Qur’an pada surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:

Gocet b et @S L8 I TR IV I PP A I T T PP S o :a,A?< 1o .
Cad &> Gudas STy i) 39 6315 35 Vg Weake Jlaah W (oo (29 A (ouidd B (sl (0

£y0% Y3

14 Ali Zainuddin, “Hukum Pidana Islam”, Sinar grafika, 2023. Hal 45.
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Artinya:

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya
(kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul
dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang

rasul.®
1. Asas larangan memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur’an dalam surat
Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:
YN Loy EnS g a2

Artinya;

setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan misalnya dinyatakan
bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan

memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah
Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh
memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas

praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus

15 Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." University Of Bengkulu Law Journal 4.1 (2019),
Hal. 35
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dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan

menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.®

C. Macam- Macam Jarimah

Jarimah menurut bahasa Arab yaitu "perbuatan dosa atau perbuatan salah”. Had
adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta’zir
adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan ditetapkan oleh
penguasa. pengertian jarimah diatas adalah umum, dimana jarimah itu disarankan
dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah
pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut
hukuman mengakibatkan duniawi maupun ukhrowi. adapun macam-macam
jarimah adalah pertama, Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang
jenis dan ancamannya yaitu hukum had (hak Allah). hukuman yang dimaksud tidak
mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh
perorangan.*’

Kedua, Jarimah Qishas dan Diat adalah jarimah diancam dengan hukuman
qishas atau diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran tarhadap
jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang,

hukuman ini sudah ditentukan oleh syara’.!® ketiga, Jarimah ta’zir menurut hukum

pidana Islam adalah tindakan yang edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan

16 Ibid, Hal 39.

VReni surya, "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum
islam." SAMARAH: Jrnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2.2 (2019): Hal 530.

8Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat
dalam Hukum Pidana Islam." Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.1 (2022), Hal 8.
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dosa yang tidak ada berupa had dan kifaratnya. Selain itu, ta'zir adalah hukuman
yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku
tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan

oleh syara’.?

2. Qishas

Qishas adalah jarimah yang diancam dengan pidana qisas, pidana yang sama
dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan atau perbuatan yang
termasuk dalam jarimah qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan
sengaja. Pembunuhan sengaja dikenai pidana mati dan penganiayaan dengan
sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi
pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pelakunya. Baik qishash
maupun gantinya yang dikenal dengan diyat keduanya adalah hukuman yang sudah
ditentukan oleh syara’, perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had

merupakan hak Allah, sedangkan gishashdan diyat adalah hak manusia (individu).?

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diyat maka pengertian
hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau
dimaafkan oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari

jarimah qishash dan diyat itu adalah;

YAhmad Syarbaini, "Teori ta’zir dalam hukum pidana islam." lus Civile: Refleksi
Penegakan Hukum dan Keadilan 2.2 (2019). Hal 220.

20 Syfriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan
Hukum Pidana Umum)." Ameena Journal 1.1 (2023), hal 89.
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1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara’
dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa

korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.*

Jarimah qishas dibenarkan selama bentuknya terukur, misalnya dalam
masalah mencelekai anggota badan seorang akan dikenakan qishas dengan
mencelakai ditempat yang sama dan dengan bentuk yang sama pula. Beda halnya
dengan diyat, di mana posisi diyat adalah menggantikan posisi hukuman qishas
pada saat qishas tidak mungkin diterapkan atau pihak korban memaatkan dan ingin

mengantikan qishas dengan sejumlah diyat sebagaimana ketentuan diyat.??

Qisas- diyat merupakan konsep perbuata pidana yang ada dalam hukum
Islam. Berikut ini akan diuraikan secara komprehensif tentang nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya. Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang
berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan
perbuatannya sedangkan diyat (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang
diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang

dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jarimah qisas-diyat adalah

21 Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan
Hukum Pidana Umum)." Ameena Journal 1.1 (2023), hal 96

22 Agus Muchsin, "Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas." DIKTUM: Jurnal
Syariah dan Hukum 9.1 (2011), Hal. 80.
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tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah

atapun batasan tertinggi.?

Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai
orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan
peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat dan
sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk
mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap
tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif
lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti qisas dan diyat menunjukkan
bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak
adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut
harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan
tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (ar-

raduwaz-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-islahwattahdzib).?

H. Penelitian terdahulu

pertama, tesis karya gatot Sugiharto yang berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana”. hasil

penelitian menunjukkan konsep perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran

ZBPaisol Burlian, “Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia”, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2022), hal 56.

24 Ahmadi, Nurul, and Rendi Pranata. "MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM
QISHAS: Studi Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhamad Ali Says QS. Al-Maidah:
45." Al-Dirayah 4.2 (2019). Hal 60
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HAM berat dalam sistem peradilan pidana yang efektif perlu merujuk pada
deklarasi yang terjadi sehingga perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran
HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang menjadi lebih baik
dan efektif, yaitu dengan melakukan revisi terhadap hukum acara pidana terhadap
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam hukum acara yang ada dalam
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.?

Kedua, jurnal karya Bernhard Ruben Fritz Sumigar yang berjudul
“Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: tinjauan dari Hukum Internasional”
pembahasan, dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa ketentuan pelanggaran berat
HAM dalam RUU KUHP sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum
internasional yang mengikat dan berlaku bagi Indonesia.?®

Ketiga, jurnal karya Andhika Yudha Pratama yang berjudul “politik Hukum
pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa
lalu di Indonesia”. hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc masih terbatas pada
proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok Tantangan pengadilan
HAM ad hoc meliputi kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2006, aspek Hukum perundang-undangan yang tidak disertai prosedur hukum

acara, aparat penegak Hukum yang tidak bekerja secara maksimal, serta faktor

Gatot sugiharto, “Perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam
sistem peradilan pidana”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2006).

26 Bernhard Ruben Fritz Sumigar, “Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan
dari Hukum Internasional”, (Moscow, Universitas Hukum Negeri Kutafinmoscow MSAL 2020).
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politik, sosial, dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat
nasional.?’

Dari berbagai tinjauan pustaka tersebut, maka signifikan penelitian ini akan
memfokuskan kajian tinjauan hukum pidana islam terhadap pelanggaran hak asasi
manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. dalam hal ini, pokok masalah yang akan diuraikan adalah bagaimana
pelanggaran HAM berat pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan
menggunakan teori Qishas dan maqashid syariah sebagai pisau analisis dalam
memecahkan problematika yang ada di dalam di dalam kitab undang-undang
hukum pidana.

1. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka
(library research). Penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisa
bahan-bahan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan literatur lainnya®®
yang membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

%’ Andhika Yudha Pratama,“politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya
penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di indonesia”. Jurnal ilmiah pendidikan pancasila
dankewargaNegaraan, vol 1 No. 2, (2019).

2Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 90-91.
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b. Sifat penelitian
Sifat penelitian ini yaitu deskritif analitif yang bertujuan menjelaskan suatu
peraturan perundang-undangan menggunakan kerangka teori Hukum terhadap
objek yang dikaji. Sifat penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.?®
c. Pendekatan penelitian
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini. adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dilakukan dengan
menelaah semua semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut
dengan permasalahan yang sedang diteliti. pendekatan perundang-undang
adalah pendekatan dengan menggunakan regilasi dan regulasi.*

2) kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum.

d. Teknik pengumpulan data
Metode pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu sebagai Sumber bahan

Hukum adalah sebagai berikut:

25Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”’, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 98.
30 Joenandi efendi, Jnonny lbrahim, “Metode Hukum Normatif dan Empiris”’, (Jakarta:
Kencana, 2018), him. 180.
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1) Bahan Hukum primer, adalah bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari
ketentuan undang-undang seperti undang-undang Hukum pidana No. 1
Tahun 2023 KUHP, dan undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang
pengadilan HAM.

2) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan Hukum yang memberikan
penjelasan dan pendukung terhadap bahan Hukum primer, seperti Buku,
jurnal, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan Hak
Asasi Manusia.3!

a. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang
mudah di baca dan diinterpresentasikan. Penyusunan menggunakan metode
kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum
kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan melakukan

pengkajian terhadap masalah Hukum yang terdapat di dalam undang-undang

No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.*?
J. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada
penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran

dari keseluruhan isi skripsi ini sebegai berikut:

$1Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hal 25.

32 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hal 29
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Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, landasan

teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan
Teori Qishas sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah yang terdapat
dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana 2023, dan Maqashid syariah sebagai
teori pelengkap sebagai tujuan dari penetapan hukum dalam islam demi

kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan

analisis data.

Bab IV Pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah tentang
ketentuan pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP dan tinjauan hukum pidana islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia

dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB I
LANDASAN TEORI

A. HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari
human right (inggris) droit de I home (prancis) dan menselijkerechten atau
grondrechten (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah
hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain
HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu
menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu
kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.*

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak
dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.
Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya
dan karena itu bersifat suci.** Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa
memberikan devinisi pada hakekat

HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga
negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang

gerak warga negara.

33 Syawal., Abdul Ajid Dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer
Pada, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) HIm 39., Lihat Juga Mien Rukmini.

34 Ahmad Kosasih.,, HAM Dalam Perspektif Islam ‘Menyingkap Perbedaan Antara Islam
Dan Barat., Cetakan Pertama, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003) Him 18

23
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Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-
hak yang dimiliki manusia semata-semata karena ia manusia, umat manusia
memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau
berdasarkan hukum  positif, melainkan semata-mata berdasarkan
martabatnya karena dia manusia.

Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang
melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak
tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut
bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.®
Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam
Teaching Human Rights, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada
manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
Jhon Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati.®

Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada
konteks HAM yang tidak tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights)
diantaranya; ® Hak hidup (Rights To Live), Hak bebas dari penyiksaan
(Rights To Be Free From Torture), hak bebas dari perbudakan (Rights To
Be Free From Savlery), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi

perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai

35 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta, Rieneke Cipta,
2001) HIm, 127

3 Erfandi, Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia,
Cetakan Pertama, (Malang:Setara Press, 2014) HIm 30
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subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama.®’

Dalam hal ini devinisi baku tentang HAM selalu berbeda, karena
setiap tokoh maupun ahli selalu memberikan batasan terkait devinisi
maupun konsep HAM, walaupun pada dasarnya atau secara substansi
memiliki makna yang sama.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*®

Berangkat dari berbagai perspektif para tokoh di atas yang
memberikan definisi tentang HAM serta yang tersirat dalam berbagai
instrument yuridis formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada pribadi manusia secara kodrati karena
hak tersebut diperoleh sejak lahir dan negara diwajibkan untuk melindungi

dan menghormati HAM tersebut.

2. Kilasifikasi Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 9 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

37 Suparman Marzuki, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Bahan Ajar Pada Fakultas

Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 27 Febuari 2015, Jam 15:30

Wib.

38 pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
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Manusia, HAM diklasifikasikan atas: a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga
dan melanjutkan keturunan; c) Hak mengembangkan diiri; d) Hak memperoleh
keadilan; e) Hak atas kebebasan pribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak atas
kesejahteraan; h) Hak turut serta dalam pemerintahan; i) Hak wanita; j) Hak
anak.

Klasifikasi HAM yang ideal dapat membantu pemahaman terhadap konsep
hak asasi manusia menurut ketentuan dan yang berlaku secara umum.
Pemahaman seperti ini diperlukan agar perlindungan dan keadilan terhadap
hak-hak asasi manusia dapat terpenuhi dan terjamin pelaksanaannya. Di
samping itu, klasifikasi HAM berguna agar terwujudnya keselarasan antara
hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Islam

Hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana Islam mendasarkan
prinsip-prinsip utama yang menjamin keadilan, kebebasan, dan perlindungan
hak individu. Beberapa prinsip ini antara lain:

a. Prinsip Keadilan: Hukuman harus diberikan secara adil dan seimbang
sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Islam menekankan perlunya
adil dalam memberikan hukuman, tidak boleh terlalu berat atau terlalu
ringan.

b. Perlindungan Terhadap Kehormatan: Setiap individu memiliki hak
untuk dihormati dan tidak boleh dicemarkan nama baiknya tanpa bukti
yang jelas.

c. Kebebasan Beragama: Islam mengakui kebebasan individu untuk
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memeluk agama dan keyakinan mereka sendiri, selama itu tidak
merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku.

d. Prinsip Kemanusiaan: Perlakuan terhadap pelaku kejahatan haruslah
manusiawi. Islam menekankan pentingnya menghindari siksaan fisik
atau mental yang tidak pantas terhadap siapapun, termasuk terhadap
pelaku kejahatan.

e. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua orang, tanpa
memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama di
mata hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukuman atau
perlakuan di pengadilan.

f. Hak Atas Pembelaan Diri: Setiap individu memiliki hak untuk
membela diri secara adil di pengadilan, termasuk hak untuk memiliki
pengacara atau wakil hukum yang kompeten.

g. Prinsip Pencegahan: Lebih baik mencegah kejahatan daripada
menghukum pelakunya. Oleh karena itu, Islam mendorong untuk
memperkuat nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

Dalam praktiknya, implementasi hukum pidana Islam yang memenuhi
prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda di berbagai negara dan konteks. Namun,
prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara

keadilan sosial, kebebasan individu, dan perlindungan masyarakat secara
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keseluruhan.®®

B. QISHASH

1. Pengertian Qishah

Secara etimologi, qishash merupakan kata turunan dari gashsha-yaqushshu-
qashshan wa qashashan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan,
mengikuti (jejaknya), membalas , memotong, jejak.*’ Qishash yang berarti jejak di

dalam Alquran disebutkan dalam Surat al-Kahfi ayat 64;

- |

zZ . % - 2‘ LAy
Uaiab LBl Je 1356

Artinya:

“...lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula."( Q.S. al-Kahfi/18:64)
Dari akar kata yang sama lahir kata qishshah (kisah) karena orang yang

berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan

kronologis kejadiannya*, sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Al- Quran

berikut;

Gl BTG5 ey (el (laiils
Artinya:
Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah

mereka perbuat perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami

sekali-kali tidak jauh (dari mere

3% Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." DIKTUM: Jurnal Syariah
dan Hukum 15.1 (2017): 55-66.

40 Chuzaimah Batubara, Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, MIQOT.
Vol. XXXIV No. 2, Juli-Desember 2010, h 209

41Chuzaimah Batubara, Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, h 210
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"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan:
'Qishashlah (ikutilah) dia' Maka terlihatlah Musa olehnya dari jauh, sedang mereka

tidak mengetahuiinya."

Sedangkan secara terminologi, qishash menurut al-Jurani, dalam al-Ta'rifat,

menyebutkan bahwa qishash ialah,
S b o feldl fady OF g2 joladll

Maksudnya, pelaku perbuatan kejahatan yang dibalas dengan perbuatan serupa.
Misalnya, membunuh akan dibalas dengan dbunuh, atau melukai anggota tubuh

orang lain dibalas dengan melukai anggota tubuh yang sama.

Qishash menurut Musthafa al-Khin dalam bukunya, al-Figh al-Manhaji 'Ala

Madzhab al-Imam al-Syafi'i menulis,

okl Sl Lolad g Jad Lo Jre JoWL ey OF a5 ,cadll e sl joladll
o ol 85 ¢ agl o d o gk dU U Dl
"Qishash adalah perbuatan atau pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan

n42

yang setimpal , seperti perbuatan selaku tadi."** sedangkan Ibnu Manzur di dalam

Lisan al-Arab menyebutkan:

42 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash,
dan Ta'zir), h 197
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Maksudnya ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk

tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Al-Dhahar mengartikan "menghukum pelaku kriminal yang melakukannya
dengan sengaja (seperti pembunuhan melukai atau memotong anggota tubuh dan
semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya." Dalam al-Mausu'at

al-Fighiyyah disebutkan:
Jo b e g oWl Jady OF joliadl)

"Qishash adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayyah seperti apa yang ia

lakukan.*®

2. Dasar Hukum Qishash

a. Surah Al-Baqarah178

039 F T st 8T s loat 2 s o b 2 Zelo L Aol PRSP
248 859 53y by 20 4l 8 pocadh e £ 50 i g0
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Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat sesuatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
vang baik, dan hendaklah (vang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang

43 paisal Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia, h 29
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memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (Al-Bagarah/2:178)

b. Surah Al-Maidah/5:45
b iy 039y 3915 ¥y LiYs Gy Galts Y 01 1 T fgle 5
&l b ¢u 3 A1 31 T 288 1 pi O U 388 0oay B8 140 Joiad #3715
Artinya:

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi dan luka pun ada gishash. Barang siapa yang melepaskan
(hak qishash)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

c. Dalil jumhur Ulama

Jumhur ulama’ mengambil dalil atas pendapatnya dari al-Qur’an, hadits, dan

logika dalam firman Allah :

Dalam firman ini menyebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan musawah
setingkat. Maksudnya orang merdeka sama dengan orang merdeka, budak sama
dengan budak, perempuan sama dengan perempuan. Seolah-olah Allah berfirman
“bunuhlah orang yang membunuh jika si pembunuh setingkat dengan orang yang
di bunuh”. Jumhur berpendapat orang merdeka tidaklah setingkat dengan budak,
karenanya orang merdeka tidak diqishas karena membunuh budak, begitu pula

muslim dan kafir dzimmi.
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3. Syarat-Syarat Qishash
Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menulis syarat-syarat qishash,
sebagai berikut:

a. Jinayat (kejahatan)-nya termasuk yang disengaja. Ini merupakan ijma‘
ulama. Musthafa al-Khin dalam, al-Figh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam
al-Syafi‘l dan Ibnu Qudamah mengatakan, Bahwa qishash tidak wajib,
kecuali pada pembunuhan yang disengaja, dan kami tidak mengetahui
adanya silang pendapat di antara mereka dalam kewajibannya (sebagai
hukuman pada) pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-
syaratnya.

b. Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya dan bukan orang yang
dihalalkan darahnya. Misalnya, orang kafir harbi dan pezina yang telah
menikah. Hal ini karena qishash disyariatkan untuk menjaga dan
melindungi jiwa.**

Cc. Pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang mukalaf yaitu
orang yang berakal dan dewasa (baligh). Syaikh Zakaria al-Anshori
rahimahullah menyatakan, “Tidak ada silang pendapat di antara para ulama
bahwa ketentuannya tidak ada qishash terhadap anak kecil dan orang gila.
Demikian juga orang yang hilang akal karena alasan (udzur) syar‘i,

misalnya; tidur dan pingsan.”

44 Sari, Devi Nilam. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-
Qur’an.” Warisan Muslim 5.2 (2020): 286.
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d. Al-Takafu® (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi
tindak kejahatan dalam perspektif agama, status merdeka atau budak.
Sehingga, seorang muslim tidak di-qishash karena membunuh orang
kafir.

e. Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya) Tidak
ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya)dengan
ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya.*

4. Qisash Dalam Hukum Pidana Islam

Qisas dalam hukum pidana Islam merujuk pada prinsip pembalasan yang
setara atau tindakan balas dendam yang diatur dalam hukum syariah. Prinsip
Qisas memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga
keseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim. Definisi Qisas secara harfiah
berarti "pembalasan" atau "tindakan setimpal". Dalam konteks hukum pidana
Islam, Qisas merujuk pada hukuman atau pembalasan yang setara terhadap
pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pembunuhan atau kekerasan fisik yang

mengakibatkan cedera atau kematian.*®

Landasan Hukum: Prinsip Qisas ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, di
mana Allah SWT menetapkan aturan tentang balasan yang setimpal dalam
kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam Surah Al-Bagarah ayat 178-179, Al-

Quran menetapkan hukuman Qisas untuk kasus pembunuhan. Ayat ini

4 Sodiqin, Ali. “Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam.” (2010).

46 Thohari, Fuad. Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, gishash,
dan ta ’zir). Deepublish, 2018.
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memberikan dasar hukum untuk menerapkan Qisas, dengan menetapkan bahwa

balasan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Tujuan utama dari prinsip Qisas adalah untuk menegakkan keadilan di
antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan adanya ancaman balasan
yang setimpal, diharapkan dapat mengurangi kejahatan karena potensi
pembalasan yang sama akan membuat orang berpikir dua kali sebelum
melakukan kejahatan serupa. Pelaksanaan Qisas harus mematuhi prosedur yang
ketat dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Misalnya, hukuman Qisas
hanya bisa diberlakukan jika ada bukti yang kuat dan jelas tentang pelanggaran
yang dilakukan. Pengadilan syariah atau otoritas yang berwenang bertanggung
jawab untuk menentukan apakah Qisas harus diterapkan dan dalam bentuk

apa.*’

Konteks Modern: Di beberapa negara dengan hukum pidana yang berbasis
Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Iran, prinsip Qisas masih diterapkan
dalam beberapa kasus pida na. Namun, implementasi dan interpretasi Qisas bisa
berbeda-beda tergantung pada otoritas hukum setempat dan konteks sosialnya.
Meskipun Qisas memiliki prinsip pembalasan yang setara, Islam juga
menekankan pentingnya pengampunan dan rahmat. Jadi, dalam banyak kasus,

keluarga korban dapat memaatkan pelaku kejahatan, yang sering kali

47 Rafid, Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat
dalam Hukum Pidana Islam." Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.1 (2022): 8-14.
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disarankan dalam Islam untuk menghindari spiral balas dendam yang tidak

berujung.*®
C. MAQASHID SYARIYAH

Magashid al-Syari‘ah merupakan kata majmuk (idlafl) yang terdiri dari dua
kata yaitu Magashid dan al-Syari‘ah. Secara etimologi, Maqashid merupakan
bentuk jamak (plural) dari kata maqgshid yang terbentuk dari huruf qaf, shad dan
dal, yang berarti kesengajaan atautujuan. Sedangkan kata al-syari’ah secara
etimologi berasal dari kata syara’a yasyra’u syar’an yang berarti membuat
shari’at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan
syara’a lahum syar’an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada meraka atau

bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.*®

Sedangkan syari’ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut
Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari’ah adalah canon law of Islam, yaitu
keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi
menjelaskan bahwa syari’ah adalah al-nushtish al-muqaddasah yaitu nash yang
suci yang terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum
tercampuri oleh pemahaman manusia. Sehingga cakupan syari’ah ini meliputi
bidang i’tigadiyyah,‘amaliyah dan khuluqiyah. Demikianlah makna syari’ah,

akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna

8 Sodigin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum
Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Asy-Syir‘ah: Jurnal limu Syari‘ah dan Hukum 49.1
(2015): 63-100.

4% Muhammad Abu Zahrah, Ushdl Al-Figh, Saefullah Ma’shum (pent.), Pustaka Firdaus,
Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, him. 552.
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syari’ah. Mahmud Syalthith memberikan uraian tentang makna syari’ah,
bahwa syari’ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari’atkan oleh
Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur
hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh
kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari’ah adalah hukum-
hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka

percaya dan mengamalkanya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.>

Dengan mengetahui pengertian maqashid dan al-syari’ah secara etimologi,
maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian Maqgashid al-Syari‘ah
secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari’atkanya hukum
dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa Maqashidal-Syari‘ah erat kaitanya
dengan hikmah dan  illat. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam
mendefinisikan maqashid al-syari’ah tersebut, para ulama ushdl al-figh sepakat
bahwa maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi

dengan diaplikasikanya syari’at.>

50 Satria Effendi, “Dinamika Hukum Islam” dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, him. 312.

1 Mohammad Darwis, “Maqashid Al-Syari’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum
Islam Perspektif Jasser Auda”dalam M. Arfan Mu’ammar, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), Studi
Islam Perspektif Insider/Outsider, IRCiSoD, Yogjakarta, 2012, him. 395.



BAB III

PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

A. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Definisi pelanggaran hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 1ayat 6
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut dijelaskan
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.>2

Pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan dan
pelanggaran HAM berat. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yaitu:
a. Perilaku tidak adil yaitu sebagai hal perbuatan yang tidak bisa menempatkan

sesuatu pada tempatnya.
b. Diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara

berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya,

sehingga bersifat diskriminasi (membeda-bedakan).>®

52 pasal layat 6 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
53 Zainal Abidin Pakpahan, “Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai

Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis, USU Law Journal 1.2, him. 124
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Pelangaran HAM ringan biasanya diselesaikan melalui peradilan umum atau
pengadilan negeri. Sedangkan pelanggaran HAM kategori berat diselesaikan
melalui pengad ilan Hak Asasi Manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran berat
HAM vyaitu, kejahatan genosaida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes

againts humainity).

1. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia (extra ordinarycrime) merupakan
kejahatan luar biasa yang berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun
internasional serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang
merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.
Tindak pidana ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk
mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat indonesia.>*

Menurut Theo Van Bohen pelanggaran berat HAM dimana kata “berat”
menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang
dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis
HAM yang di langgar.* Berbeda dengan Cherif Bassiouni menurutnya pelanggaran

berat HAM adalah suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat

5 Harifin H Tumpa., Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia,
(Jakara: Kencana, 2010) HIm. 128

5 Theo Van Bohen., Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and
Rehabilitasion for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms.,
Penerjemah Elsam., Tentang Mereka Yang Menjadi Korban : Kajian Terhadap Hak Korban Atas
Restitusi, Kompenisasi, Dan Rehabilitasi, (Jakarta : elsam, 2001), him. 2
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dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 faktor:
pertama, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan.
kedua, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia. ketiga,
perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah
negara baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.*

Sedangkan Cecilia Medina Quiroga menjelaskan istilah pelanggaran HAM
berat sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran,
sebagai alat bagi pencapaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan
dalam kuantitas tertentu dan dalam suatu cara untuk menciptakan situasi untuk
hidup, hak atas integrasi pribadi atau hak atas jebebasan pribadi dari penduduk
(population) secara keseluruhan atau satu atau lebih dari sektor-sektor dari
penduduk suatu Negara secara terus-menerus dilanggar atau diancam.®’

Pada konsep pelanggaran HAM yang berat tidak terdapat satu pemaHAMan
yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan setiap kali
menyebut istilah “pelanggaran HAM yang berat”. Melihat perbedaan pandangan
dan menelaah substansi penggambaran dalam setiap susunan logis yang berbicara
tentang pelanggaran HAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “berat” lebih
menyinggung tiga hal yang bersifat agregat, yaitu: metode tindakan, akibat yang
ditimbulkan, pada jumlah korban. Dalam Kklasifikasi lainnya, untuk

mengkatagorikan pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat atau tidak,

56 Eko Riyadi ed, Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.,
Cetakan Pertama., (Yogyakarta : PusHAM Ull, 2012), him 107

57 Erasmus Cahyadi ed., Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat, (Jakarta : Elsam, 2007),
him. 132
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didasarkan pada sifat kejahatan, spesifik dan jauh jangkauannya, sistematis
(systematic) dan maluas (widespread) secara metodis sebagai rangkaian kegiatan
yang menimbulkan banyak korban dan kerugian yang meluas.®

Walaupun belum memiliki satu definisi yang disepakati secara umum, namun
dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa devinisi pelanggaran
HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-
instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat
dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena
kelalaian (acts of omission). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan
pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum
internasional.>® Pengertian Hak Asasi Manusia sangat luas, begitu juga artian dari
Pelanggaran Hak Asasi Berat. Sehingga menimbulkan masalah secara yuridis
seperti sejauh manakan batasan-batasan antara kejahatan biasa seperti yang
dimaksud dalam KUHP, dan kejahatan atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Secara yuridis pelanggaran berat HAM di Indonesia mengacu pada pasal 104
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam penjelasan pasal tersebut
pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan
sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitary/extra judicial killing),

penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang

%8 Nurma Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat
(Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”, Jurnal Al-Maza Hib, Vol. 7, No. 2, Desember 2019,
him. 190-191.

% Suparman Marzuki DKk, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, (Universitas Muslim
Indonesia, 2015), him. HIm 68-69
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dilakukan secara sistematis (system discrimination). Dari penjelasan pasal 104 ayat
1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, jelas bahwa jenis-jenis yang
dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM itu mengacu pada beberapa jenis
yaitu tindakan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, perbudakan
atau tindakan diskriminasi.®

Sedangkan Pelanggaran HAM berat menurut Dalam Undang-undang No 26
Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 7 hanya
dua kejahatan yang diadopsi dari 1998 yaitu; kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan.®! sedangkan delik kejahatan internasional (Delicta Juris
Gentium) di luar dua jenis kejahatan yang diadopsi undang-undang tersebut seperti
kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak diadopsi.®? pengadopsian tersebut
dilakukan untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas kejahatan-
kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia. jika kejahatan tersebut termasuk
dalam Jus Cogens maka setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk
mengadilinya (Erga Omnes Obligation).®®

Di Indonesia, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru
dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu kewenangan

60 ihat Penjelasan Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
61 Pasal 7 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

62 Harifin H. Tumpa, Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia,
Cetakan Pertama, (Jakara: Kencana, 2010), him 128

83 Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin., Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam
RKUHP., Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2007), HIm 6
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yang dimiliki oleh pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan terhadap
kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan
penjelasan Pasal 7 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
HAM kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai
dengan Rome Statute of International Criminal Court. Kejahatan terhadap
kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengadopsi Statuta Roma 1998 yang
menjadi dasar pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) sebagai peradilan
internasional permanent yang berwenang mengadili salah satu kejahatan
internasional berupa kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Againts
Humanity). Pelanggaran HAM berat menurut Theo Van Boven kata
“berat’menerangkan kata “pelanggaran”, yaitu menunjukkan betapa parahnya
akibat pelanggaran yang dilakukan. Kata “berat” juga berhubungan dengan jenis
dan hak asasi manusia yang dilanggar.®

2. Bentuk-Bentuk Pelangaran Berat Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM tidak

dijelaskan secara spesifik tentang pengertian kejahatan genosida namun hanya

%4 Harifin H. Tumpa, Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia,
Cetakan Pertama, (Jakara: Kencana, 2010), him. 132
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memberikan kategori yang di anggap sebagi bentuk pelanggaran berat HAM. Pada
pasal 7 undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyebutkan
bahwa pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan
kemanusiaan.®® Pada pasal 8 undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Genosida
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara;
1) Membunuh anggota kelompok;
2) Mengakibatkan penderitaan fisik;
3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluru atau sebagiannya;
4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok;
5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain.®®
Maka untuk sanksinya pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 36 UU Nomor

26 Tahun 2000, yang berisi Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

85 pasal 7 undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

66 pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM
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pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10

(sepuluh) tahun.®’

b. Kejahatan kemanusiaan

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, pada

pasal 9 yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan/atau sistematik yang

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap

penduduk sipil yang berupa:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Pembunuhan;

Pemusnahan;

Perbudakan;

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum yang
berlaku;

Penyiksaan

Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa, pemaksaan
keHAMilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk
kekerasan seksual lain secara paksa;

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang di

dasari persamaan paHAM politik ras, kebangsaan etnis, budaya agama, jenis

67 pasal 36 undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
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kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang

dilarang menurut hukum internasional,
9) Penghilangan orang secara paksa; atau
10) Kejahatan apartheid.®

Untuk kejahatan kemanusiaan yang dilanggar maka sanksinya diatur pada pasal
37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima)

tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.%®

Dari rumusan pasal di atas terdapat beberapa unsur-unsur umum, yang
digunakan untuk membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang digolongkan
sebagai pelanggaran berat HAM (extra ordinary crime) dengan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang tergolong tindak pidana biasa sebagaimana diatur dalam KUHP.
Ditentukan oleh unsur-unsur berikut; pertama, adanya serangan yang meluas atau
sistematis. Kedua, Diketahui serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada
penduduk sipil. Ketiga, serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan

dengan organisasi.”®

68 pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
89 pasal 37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

0 Rozali Abdullah dan Syamsir., Perkembangan HAM Dan Keberadaan Pengadilan HAM
Di Indonesia., Cetakan Pertama., (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) HIm 60
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Pada pokoknya kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu memiliki frasa
“ditujukan terhadap” (Direct Againts) adalah ungkapan yang menentukan bahwa
dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, penduduk sipil adalah sasaran
utama dari serangan tersebut dan dalam menentukan bahwa serangan dapat
dikatakan sudah betul-betul “ditujukan” yang dipertimbangkan adalah sarana,
metode yang digunakan dalam serangan, status korban, jumlah korban, dan sifat
kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaan serangan.”* Apabila kejahatan
terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi unsur di atas, maka
perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua jenis kejahatan internasional yang disebutkan di atas merupakan
yurisdiksi undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan
dalam undang-undang tersebut menentukan standar-standar sanksi pidana terhadap
setiap perbuatan. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur
negara melalui representasi pemerintah yang memenuhi unsur-unsur kejahatan
genosida 54 maupun kejahatan kemanusiaan harus di pertanggungjawabkan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM diselesaikan melalui

pengadilan HAM. Pengadilan HAM yaitu lembaga pengadilan di lingkungan

peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus

"1 Erasmus Cahyadi ed., Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat, (Jakarta : Elsam, 2007),
him 89
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perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya undang-
undang pengadilan HAM.”? Pengadilan HAM dibentuk agar ikut serta memelihara
perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan,
kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 018/PUU-V/2007 dan pasal 43 ayat 2 UU
No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyebutkan bahwa: “Dalam hal
ihwal DPR RI mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM Ad doc, DPR RI
mendasar pada dugaan terjadinya pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat yang
dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum di
undangkannya undang-undang ini”.”

Dalam hal ini, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM adhoc
memerhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang.
Sehingga, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil
penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang,
Komnas HAM sebagai penyelidik dan kejaksaan agung sebagai penyidik’™ sesuai

ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang

menyebutkan bahwa:

72 Aulia Rosa Nasution. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan
Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." Jurnal Mercatoria 11.1
(2018), him. 90

3 Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan
Pengadilan HAM Ad Hoc."

74 1bid, 59
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a. Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur
kewenangan Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat
membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat
yaitu tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas
tinggi, dan menghayati di bidang HAM.” Hal ini bertujuan adanya objektifitas
hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga independen.

b. Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur
kewenangan Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung.
Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc
yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.”® Sebelum melaksanakan
tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya
masing-masing.

c. Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur
bahwa kewenangan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung
dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah
dan masyarakat.”” Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya
dengan syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc.

d. Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Perkara menerangkan

bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia diperiksa dan diputus

75 Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
76 pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

77 Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mamusia
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oleh Pengadilan HAM.”® Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM
dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas
2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc.

Kasus pelanggaran HAM berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan,

penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan yang bersifat khusus.”® Kekhususan

dalam penanganan pelanggaran berat HAM yaitu;

Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad doc, penyidik ad doc, penuntut
ad doc dan Hakim ad doc.

Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh komisi
nasional Hak asasi manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima
laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang
Hukum Acara Pidana.

Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untk melakukan
penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi

Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran
berat HAM.®

Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum sebelum diberlakukannya UU

No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diputus dan diperiksa oleh

78 Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mamusia

> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggung Jawaban Komando, (Jakarta:
Mahkamah Agung Ri 2006), Hal. 107

8 1hid, 108
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pengadilan HAM ad doc. Pemberlakuan asas retroaktif dimungkinkan dengan dasar
pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa: “Dalam menjalanan hak
dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat”.8 Asas ini kemudian tertuang
dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan
bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya

Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.??

4. Konsep pertanggung jawaban komando

Dalam kasus pelanggaran berat HAM, pertanggungjawabannya tak hanya
dibebankan kepada pelaku atau yang membantu melakukan tetapi juga dapat
dibebankan kepada atasan atau komandan militer, dimana tidak terlepas dengan
asas pertanggung jawaban pidana yang dikenal dengan istilah vicarious liability.
pertanggungjawaban yang dibebankan kepada atasan atau komandan militer,
diangap relevan dengan dua tipe tindak pidana yaitu tindak pidana commisionis dan
tindak pidana ommisionis, tindak pidana commisionis yaitu tindak pidana yang
berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.

Sedangkan tindak pidana ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran

81 pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945

82 pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
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terhadap perintah atau keharusan-keharusan menurut undang-undang.®® Realisasi
dari konsep pertanggung jawaban dituangkan kedalam jenis pertanggungjawaban
komando di dalam pasal 42 undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan
HAM.

Konsep pertangggungjawaban komandan atau atasan berlaku bagi seorang
atasan yang luas termasuk komandan militer, kepala negara, dan pemerintahan,
menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-
unsurnya.

Dalam pasal 42 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan
HAM
terlihat ada beberapa unsur yang merupakan syarat terjadinya tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut;

a. Adanya komandan atau atasan yang bertanggung jawab atas pengendalian yang
efektif terhadap pasukan atau bawahannya.

b. Komandan atau atasan tersebut mengetahui atau patut mengetaui bahwa
pasukan atau bawahannya sedang melakukan atau barus saja melakukan

pelanggaran HAM yang berat.

8 Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011) HIm 39

8 Baskara T. Wardaya., Luka Bangsa Luka Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu Dan
Tawaran Rekonsiliasi., Cetakan Pertama, (Jogjakarta : Galang Pustaka, 2014) HIm 35
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c. Komandan atau atasan tersebut tidak berupaya mencegah atau menghentikan
perbuatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang
berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.®
Dalam undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM jelas

bahwa setiap komandan memiliki kewajiban bertanggungjawab atas perbuatan
yang ditimbulkan oleh bawahannya, hal tersebut ditimbulkan karena ada hubungan
kerja atau korelasi dalam tugas negara. Namun rumusan pasal pertanggungjawaban
komandan tidak dipertegas bahwa seorang komandan juga dapat dimintai
pertanggungjwabannya tidak hanya pada ketentuan hukum nasional tetapi juga
ketentuan hukum internasional. Jika seorang komandan mengetahui atau
mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya telah melakukan
perbuatanperbuatan tersebut, tetapi ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang
perlu dan sepatutnya untuk mencegah perbuatan tersebut dan menghukum
bawahannya.®

B. Akibat Hukum Masuknya Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasca pengesahan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang
memuat tentang tindak pidana khusus pelanggaran HAM berat yang seharusnya
diatur dalam Undang-undang pengadilan HAM menyebabkan beberapa akibat
hukum diantaranya: tindak pidana khusus pelanggaran berat HAM beralih menjadi

tindak pidana umum, tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif,

8 pasal 42 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8 Rosentino Amado dan Nihal Bhuta, Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor
Lorosae, (Dili: Perkumpulan HAK dan Fokupers.,)HIm 7
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kadaluarsa penuntutan, hukuman lebih ringan, tidak ada pertanggungjawaban

komando.

1. Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM Beralih Menjadi Tindak Pidana
Umum

Sejatinya, UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat
umum. Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian Hukum dalam tataran
normatif dan implementatif. Namun nyatanya UU KUHP juga mengatur tindak
pidana khusus. akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang
terdampak dengan diberlakukannya pasal tentang pengaturan HAM berat. hal ini
akan menyebabkan ketentuan pasal yang bersangkutan akan dialihkan dengan
diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat dikenal asas Lex Posterior
Derogat Legi Priori. sederhananya, asas ini berarti peraturan baru
mengesampingkan peraturan lama.®’

Pelanggaran HAM vyang berat (Gross Violations of Human Rights)
merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur
tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya,
dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP
sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya pelanggaran HAM berat (Gross Violations of Human Rights)

merupakan extra ordinary crime yang menjadi musuh segala umat manusia (hostis

87 pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum https:// www.cnnindonesia .com/nasional/
202 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum di
akses pada tanggal 19 mei 2023
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humanis generis).®® Pelanggaran HAM berat tentu saja membutuhkan cara-cara
yang luar biasa dan khusus dalam penanganannya dibandingkan dengan kejahatan
umum lainnya. pelanggaran HAM berat bersifat universal sementara kejahatan
biasa hanya menjadi pelanggaran atas tatanan dari adat istiadat, kultural, dan sosial
sebuah bangsa. kemudian, lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum
tentu saja belum terbiasa untuk menangani pelanggaran HAM berat sehingga
membutuhkan sebuah tim khusus yang dikenal sebagai pengadilan HAM Ad Hoc.
Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usulan dari lembaga DPR dengan melihat
pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi yang kemudian akan
disampaikan kepada Presiden untuk dapat dibuat sebuah keputusan Presiden.°

Oleh karena itu, masuknya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP jelas
menjadi degradasi dalam kekhususan penanganan atau pengusutan tindak pidana
pelanggaran HAM berat. penanganan pelanggaran HAM berat tersebut akan
semakin tersendat jika diselesaikan melalui mekanisme pengadilan konvensional.
2. Tidak Ada Pengecualian Asas Non Retroaktif

Di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga tidak ada
pengecualian Asas Non Retroaktif. Asas legalitas merupakan konsep dasar dalam
hukum pidana yang berlaku HAMpir di seluruh dunia. Tujuan penting dari
keberlakuan asas ini salah satunya adalah untuk melindungi warga negara dari

kesewenang-wenangan penggunaan hukum pidana.®® Bahkan konstitusi Indonesia

8Bernhard Ruben F.S. Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum
Internasional. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11 No. 02, 2020, him. 126.
8 Ibid, him. 130

% Andi HAMzah., . Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). him. 43
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juga mengatur mengenai larangan orang untuk diadili dengan ketentuan yang
berlaku surut (non-retroaktif).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 15
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur hal yang sama. Dalam KUHP
asas ini pun dituangkan secara tegas dalam norma sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan
ketentuan yang paling menguntungkannya.®*

Asas legalitas ini pun dipertahankan dalam KUHP, ketentuan itu berbunyi
“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan
kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang
telah ada sebelum perbuatan dilakukan. "®? sebelumnya, UU Pengadilan HAM
mengatur mengenai pengecualian terhadap asas ini. ketentuan tersebut tercantum
dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. adapun pengadilan HAM Ad Hoc dapat
dibentuk atas usul DPR atas peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Secara prinsip norma di atas terlihat melanggar ketentuan non-retroaktif

atau hak untuk tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut. akan tetapi

% pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

92 Pasal 1 ayal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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perlu diingat bahwa larangan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM berat
sebagaimana diatur dalam Statuta Roma merupakan hukum yang telah lama hidup
dalam masyarakat internasional, dalam arti tertentu, pengecualian terhadap asas
nonretroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat merupakan konsensus untuk
mengutamakan keadilan substansial dibandingkan legalitas yang kaku.%

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan
perbuatan yang dipandang sebagai hostis humanis generis dan merupakan
perbuatan tercela dalam hukum kebiasaan internasional (customary of international
law). Maka meski baru dikualifikasi oleh Indonesia sebagai kejahatan melalui UU
Pengadilan HAM, namun secara materil pelanggaran HAM berat telah jauh
dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat internasional.®*

Oleh karena itu, asas non-retroaktif tidak dapat dijadikan sebagai alasan
untuk mengeliminasi proses persidangan dan penghukuman terhadap pelaku
pelanggaran HAM berat khususnya pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu
peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU
Pengadilan HAM atau dikenalnya istilah pelanggaran HAM berat dalam hukum
pidana materil Indonesia.*®

Mengingat kekhususan tersebut, penting untuk tetap mencantumkan

pengecualian terhadap asas non-retroaktif terhadap ketentuan pelanggaran tindak

9 Annisa P. Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 — 2020):
Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif, (Universitas pamulang, 2018). HIm. 122

% Widyawati, Anis. "Dilema penerapan asas retroaktif di Indonesia." Pandecta 6.2
(2011): 170-180.

% |bid, 124
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pidana berat terhadap HAM. sayangnya, tidak ada satupun ketentuan yang
mengatur hal tersebut dalam KUHP. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan menjadi
legitimasi dari impunitas, pelaku pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya
KUHP dengan mudah berdalih dan berlindung dibalik asas legalitas. lebih lanjut
ketentuan mengenai asas non-retroaktif juga menyisakan potensi masalah pada
tingkatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
3. Kadaluarsa Penuntutan

Selain tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif, KUHP juga
menyimpan potensi berbahaya terhadap pengusutan kasus pelanggaran HAM berat
masa lalu dengan tidak adanya pengecualian ketentuan daluarsa.®® dalam KUHP
jelas menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa
apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana mati. sementara itu, pelanggaran HAM berat
sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarsa
sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. artinya kejahatan ini dapat diusut tanpa
limitasi jangka waktu.®’

Ketentuan pengecualian terhadap daluarsa penuntutan terhadap kejahatan

ini sangat penting mengingat kerumitan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

% KUHP Baru Tak Mengubah Acuan Penanganan Kasus HAM Berat
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/12/kuhp-baru-tak-mengubah-acuan-penanganan-
kasus-ham-berat-masa-lalu di akses pada 29 februari 2024

9 Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana
Islam Tahun https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998 di akses pada 29 november
2024
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berat dengan berbagai HAMbatannya yang bisa memakan waktu puluhan tahun.
selain itu, pertimbangan mengenai tanggung jawab negara baik kepada korban
untuk memberikan hak atas keadilan dan hak atas reparasi, juga kepada masyarakat
umum untuk menuntaskan beban sejarah Indonesia,®® maka pengaturan mengenai
daluarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat menjadi tidak relevan.
4. Hukuman Lebih Ringan

Permasalahan berikutnya yang muncul dalam pengaturan tindak pidana
pelanggaran HAM berat dalam KUHP yakni ancaman hukuman yang lebih rendah
jika dibandingkan dengan UU Pengadilan HAM.% Sayangnya tidak ada satupun
keterangan resmi mengenai alasan dari beberapa pengurangan jumlah masa
hukuman dalam KUHP. UU Pengadilan HAM memiliki suatu terobosan dengan
mengkriminalisasi pelaku genosida dengan ancaman hukuman paling lama 25
tahun. hal ini melampaui ketentuan maksimal penjara dalam KUHP yakni 20 tahun.
Adapun beberapa perbandingan ketentuan pidana dalam UU Pengadilan HAM dan

KUHP tercantum dalam tabel dibawah ini.

% J. Remmelink,. Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum
Pidana. Vol. 2. Maharsa Publishing, 2017, him 267

9 Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru, KontraS:
Pemerintah Serius Tidak https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-
untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak di akses
pada tanggal 19 mei 2023
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Tabel 1

Perbandingan UU Pengadilan HAM dengan KUHP

UU Pengadilan HAM

KUHP

Genosida

Setiap orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
b, c, d, atau e dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana
penjara paling lama 25 tahun
dan paling singkat 10 tahun.

Dipidana karena genosida setiap orang yang

dengan maksud menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau  sebagian

kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama,

dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental berat terhadap anggota kelompok

c. menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang diperhitungkan akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik,
baik seluruh maupun sebagian;

d. memaksakan tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran dalam kelompok

e. memindahkan secara paksa Anak dari
kelompok ke kelompok lain.

Hukuman dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 tahun dan paling lama 20

tahun.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Setiap orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
b, d, e, j dipidana dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling
lama 25 tahun dan paling
singkat 10 tahun.

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap
kemanusiaan, setiap orang yang melakukan
salah satu perbuatan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematis yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
pembunuhan, pemushahan, pengusiran atau
pemindahan  penduduk secara  paksa,
perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik lain yang melanggar aturan
dasar hukum internasional, atau kejahatan
apartheid.

Hukuman dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling

singkat tahun dan paling lama 20 tahun.
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Pasal 37 UU Pengadilan HAM | perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
Setiap orang yang melakukan | secara paksa, pemaksaan keHAMuilan,
perbuatan sebagaimana | pemandulan atau sterilisasi secara paksa,
dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, | atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain
h, i dipidana dengan pidana | yang setara, atau penghilangan orang secara
penjara paling lama 20 tahun | paksa dengan pidana penjara paling singkat 5
dan paling singkat 10 tahun. tahun dan paling lama 20 tahun.

Dapat dilihat bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP memuat ketentuan
yang lebih ringan dibandingkan dengan norma yang diatur dalam UU Pengadilan
HAM. sebagai contoh, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam hal tindakan
yang sama yakni perkosaan, perbudakan seksual dan tindakan sejenis, sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 UU Pengadilan HAM mengatur bahwa 10 tahun hukuman
minimal.!® Sementara itu, terdapat pemangkasan hukuman minimal dalam
ketentuan KUHP untuk tindakan serupa menjadi hanya 5 tahun.1%

5. Tidak Ada Pertanggungjawaban Komando

Salah satu kekhususan penting dalam pengaturan delik pelanggaran HAM tentu
saja berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh atasan dari para pelaku
yang bertugas di lapangan. Ketentuan ini dikenal dengan pertanggungjawaban
komando. %2 Pengaturan ini sangat esensial sifatnya, mengingat pelanggaran HAM
berat adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau melibatkan struktural

kekuasaan.!%® Sehingga, proses hukum tidak dapat hanya menjerat para pelaku yang

100 pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
101 pasal 588 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

102 permadi Setyonagoro, Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat
Negara Dalam Keadaan Bahaya. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). him 90

1%3Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di
Indonesia." Unisia (2002), him. 84
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bertugas di lapangan saja melainkan juga terhadap struktur komando, secara khusus
komandan yang mengetahui dan membiarkan juga tidak mencegah bawahannya
melakukan pelanggaran HAM berat, serta komandan yang gagal mengambil
langkah berupa menyerahkan bawahannya yang telah menjadi pelaku pelangagran
HAM berat kepada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.%

Sistem pertanggungjawaban ini penting untuk menjerat komandan lapangan
yang seringkali tak terjamah dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks
militer misalnya, setiap orang yang diangkat menjadi komandan militer memiliki
tanggung jawab komando terhadap pasukan (bawahannya) sehingga sebagai
seorang komandan haruslah bertindak dengan tepat dan bijaksana terhadap
pasukannya khususnya dalam hal memberi pelatihan dan perintah agar pasukannya
tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu operasi militer.%

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando telah diatur dalam Pasal
42 UU Pengadilan HAM. Bahkan tidak hanya militer, Kepolisian atau pemimpin
sipil juga turut bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak

melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.X%® Namun

sangat dikhawatirkan bahwa tidak diaturnya pertanggungjawaban komando dalam

104 permadi Setyonagoro, Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat
Negara Dalam Keadaan Bahaya. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). him 90

105 Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum
Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/lcc-01/05-01/08),
Jurnal llmu Hukum Alathea, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, him. 158

108 |bid, 158
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tindak pidana berat terhadap HAM sebagaimana yang tercantum dalam UU KUHP
saat ini akan dengan mudah meloloskan para komandan yang seharusnya
bertanggung jawab dari pertanggungjawaban hukum pidana. Hal tersebut tentu
makin membuat sulit aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi

para korban kejahatan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu.



BAB VI
HASIL PENELITIAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Dalam KUHP

Pada hakikatnya ketentuan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah
diatur sedemikian rupa di dalam UU Pengadilan HAM, namun dalam rangka
pembaharuan KUHP yang dianggap merupakan peninggalan kolonial dan harus
diganti sesuai dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Akan tetapi dimuatnya
tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam KUHP tentu tidak berjalan dengan
mulus, banyak kontroversi yang muncul setelah di sahkannya KUHP ini. Di bawah
ini akan di uraikan oleh penulis satu persatu formulasi pelanggaran HAM berat
dalam KUHP.

1. Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM Menjadi Tindak Pidana Umum

Sejatinya, UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat
umum. Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian Hukum dalam tataran
normatif dan implementatif. Namun nyatanya UU KUHP juga mengatur tindak
pidana khusus. akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang
terdampak dengan diberlakukannya pasal tentang pengaturan HAM berat. hal ini
akan menyebabkan ketentuan pasal yang bersangkutan akan dialihkan dengan
diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat dikenal asas Lex Posterior
Derogat Legi Priori. sederhananya, asas ini berarti peraturan baru

mengesampingkan peraturan lama.’

107 pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum https:// www.cnnindonesia .com/nasional/
202 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum di
akses pada tanggal 19 mei 2023
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Pelanggaran HAM vyang berat (Gross Violations of Human Rights)
merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur
tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya,
dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP
sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya pelanggaran HAM berat (Gross Violations of Human Rights)
merupakan extra ordinary crime yang menjadi musuh segala umat manusia (hostis
humanis generis).1%®® Pelanggaran HAM berat tentu saja membutuhkan cara-cara
yang luar biasa dan khusus dalam penanganannya dibandingkan dengan kejahatan
umum lainnya. pelanggaran HAM berat bersifat universal sementara kejahatan
biasa hanya menjadi pelanggaran atas tatanan dari adat istiadat, kultural, dan sosial
sebuah bangsa. kemudian, lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum
tentu saja belum terbiasa untuk menangani pelanggaran HAM berat sehingga
membutuhkan sebuah tim khusus yang dikenal sebagai pengadilan HAM Ad Hoc.
Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usulan dari lembaga DPR dengan melihat
pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi yang kemudian akan
disampaikan kepada Presiden untuk dapat dibuat sebuah keputusan Presiden.1%

Oleh karena itu, masuknya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP jelas

menjadi degradasi dalam kekhususan penanganan atau pengusutan tindak pidana

1%8Bernhard Ruben F.S. Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari
Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11 No. 02, 2020, him. 126.
109 1hid, him. 130
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pelanggaran HAM berat. penanganan pelanggaran HAM berat tersebut akan
semakin tersendat jika diselesaikan melalui mekanisme pengadilan konvensional.
2. Tidak Ada Pengecualian Asas Non Retroaktif

Di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga tidak ada
pengecualian Asas Non Retroaktif. Asas legalitas merupakan konsep dasar dalam
hukum pidana yang berlaku HAMpir di seluruh dunia. Tujuan penting dari
keberlakuan asas ini salah satunya adalah untuk melindungi warga negara dari
kesewenang-wenangan penggunaan hukum pidana.''® Bahkan konstitusi Indonesia
juga mengatur mengenai larangan orang untuk diadili dengan ketentuan yang
berlaku surut (non-retroaktif). Begitupun pasal 4 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 dan pasal 15 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur hal
yang sama. Dalam KUHP asas ini pun dituangkan secara tegas dalam norma
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “suatu
perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap
terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.**!

Asas legalitas ini pun dipertahankan dalam KUHP, ketentuan itu berbunyi
“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan

kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang

110 Andi HAMzah., . Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). him. 43

111 pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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telah ada sebelum perbuatan dilakukan. ”*'? sebelumnya, UU Pengadilan HAM
mengatur mengenai pengecualian terhadap asas ini. ketentuan tersebut tercantum
dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. adapun pengadilan HAM Ad Hoc dapat
dibentuk atas usul DPR atas peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Secara prinsip norma di atas terlihat melanggar ketentuan non-retroaktif
atau hak untuk tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut. akan tetapi
perlu diingat bahwa larangan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM berat
sebagaimana diatur dalam Statuta Roma merupakan hukum yang telah lama hidup
dalam masyarakat internasional, dalam arti tertentu, pengecualian terhadap asas
nonretroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat merupakan konsensus untuk
mengutamakan keadilan substansial dibandingkan legalitas yang kaku.'*3

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan
perbuatan yang dipandang sebagai hostis humanis generis dan merupakan
perbuatan tercela dalam hukum kebiasaan internasional (customary of international
law). maka meski baru dikualifikasi oleh Indonesia sebagai kejahatan melalui UU
Pengadilan HAM, namun secara materil pelanggaran HAM berat telah jauh
dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat internasional. oleh karena

itu, asas non-retroaktif tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeliminasi

proses persidangan dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat

112 pasal 1 ayal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
113 Annisa P. Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 — 2020):
Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif, (Universitas pamulang, 2018). HIm. 122
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khususnya pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu peristiwa pelanggaran
HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM atau
dikenalnya istilah pelanggaran HAM berat dalam hukum pidana materil
Indonesia.*'*

Mengingat kekhususan tersebut, penting untuk tetap mencantumkan
pengecualian terhadap asas non-retroaktif terhadap ketentuan pelanggaran tindak
pidana berat terhadap HAM. sayangnya, tidak ada satupun ketentuan yang
mengatur hal tersebut dalam KUHP. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan menjadi
legitimasi dari impunitas, pelaku pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya
KUHP dengan mudah berdalih dan berlindung dibalik asas legalitas. lebih lanjut
ketentuan mengenai asas non-retroaktif juga menyisakan potensi masalah pada
tingkatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

3. Kadaluarsa Penuntutan

Selain tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif, KUHP juga
menyimpan potensi berbahaya terhadap pengusutan kasus pelanggaran HAM berat
masa lalu dengan tidak adanya pengecualian ketentuan daluarsa. dalam KUHP jelas
menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa
apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana mati. sementara itu, pelanggaran HAM berat

sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarsa

114 1bid, 124



68

sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. artinya kejahatan ini dapat diusut tanpa
limitasi jangka waktu.*®

Ketentuan pengecualian terhadap daluarsa penuntutan terhadap kejahatan
ini sangat penting mengingat kerumitan penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat dengan berbagai HAMbatannya yang bisa memakan waktu puluhan tahun.
selain itu, pertimbangan mengenai tanggung jawab negara baik kepada korban
untuk memberikan hak atas keadilan dan hak atas reparasi, juga kepada masyarakat

umum untuk menuntaskan beban sejarah Indonesia,'®

maka pengaturan mengenai
daluarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat menjadi tidak relevan.
4. Hukuman Lebih Ringan

Permasalahan berikutnya yang muncul dalam pengaturan tindak pidana
pelanggaran HAM berat dalam KUHP yakni ancaman hukuman yang lebih rendah
jika dibandingkan dengan UU Pengadilan HAM.'" Sayangnya tidak ada satupun
keterangan resmi mengenai alasan dari beberapa pengurangan jumlah masa
hukuman dalam KUHP. UU Pengadilan HAM memiliki suatu terobosan dengan

mengkriminalisasi pelaku genosida dengan ancaman hukuman paling lama 25

tahun. hal ini melampaui ketentuan maksimal penjara dalam KUHP yakni 20 tahun.

115 Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana
Islam Tahun https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998 di akses pada 29 november
2024

116 3, Remmelink,. Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum
Pidana. Vol. 2. Maharsa Publishing, 2017, him 267

117 Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru, KontraS:
Pemerintah Serius Tidak https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-
untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak di akses
pada tanggal 19 mei 2023
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5. Tidak Ada Pertanggungjawaban Komando

Salah satu kekhususan penting dalam pengaturan delik pelanggaran HAM tentu
saja berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh atasan dari para pelaku
yang bertugas di lapangan. Ketentuan ini dikenal dengan pertanggungjawaban
komando.!!® Pengaturan ini sangat esensial sifatnya, mengingat pelanggaran HAM
berat adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau melibatkan struktural
kekuasaan.!® Sehingga, proses hukum tidak dapat hanya menjerat para pelaku yang
bertugas di lapangan saja melainkan juga terhadap struktur komando, secara khusus
komandan yang mengetahui dan membiarkan juga tidak mencegah bawahannya
melakukan pelanggaran HAM berat, serta komandan yang gagal mengambil
langkah berupa menyerahkan bawahannya yang telah menjadi pelaku pelangagran
HAM berat kepada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.'?

Sistem pertanggungjawaban ini penting untuk menjerat komandan lapangan
yang seringkali tak terjamah dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks
militer misalnya, setiap orang yang diangkat menjadi komandan militer memiliki

tanggung jawab komando terhadap pasukan (bawahannya) sehingga sebagai

seorang komandan haruslah bertindak dengan tepat dan bijaksana terhadap

118 permadi Setyonagoro, Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat
Negara Dalam Keadaan Bahaya. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). him 90

119Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di
Indonesia.” Unisia (2002), him. 84

120 permadi Setyonagoro, Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat
Negara Dalam Keadaan Bahaya. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). him 90
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pasukannya khususnya dalam hal memberi pelatihan dan perintah agar pasukannya
tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu operasi militer.!?

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando telah diatur dalam Pasal
42 UU Pengadilan HAM. Bahkan tidak hanya militer, Kepolisian atau pemimpin
sipil juga turut bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.'?> Namun
sangat dikhawatirkan bahwa tidak diaturnya pertanggungjawaban komando dalam
tindak pidana berat terhadap HAM sebagaimana yang tercantum dalam UU KUHP
saat ini akan dengan mudah meloloskan para komandan yang seharusnya
bertanggung jawab dari pertanggungjawaban hukum pidana. Hal tersebut tentu
makin membuat sulit aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi
para korban kejahatan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu.
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia

berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Agama Islam menempatkan nyawa dan kehormatan manusia pada bagian yang
esensial dan terpenting yang harus dilindungi dan dihormati. Hak yang pertama kali

dianugerahkan dalam islam adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk

121 Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum
Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/lcc-01/05-01/08),
Jurnal llmu Hukum Alathea, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, him. 158

122 |bid, 158
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hidup dan menghargai hidup manusia.'?® Islam melindungi hak-hak untuk hidup,
merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri, barangsiapa
melakukan bunuh diri dengan alat apapun berarti ia telah melakukan pembunuhan
terhadap jiwa yang diharam kan oleh Allah. Sebab kehidupan manusia bukanlah
miliknya sendiri. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak pula
menciptakan salah satu dari anggota badannya, atau bahkan satu sel pun. Diri
manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah baginya. Karena itu tidak

diperkenankan menyalahgunakannya, apalagi menganiayanya.!?*

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar
diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Islam memandang bahwa
memelihara dan mengekspresikan hak individu sama pentingnya dengan
memelihara dan mengekspresikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, barangsiapa
yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan seperti

memelihara manusia seluruhnya.

Sehingga banyak didapati ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang melarang
manusia untuk membunuh manusia lainnya. Sebagaimana tercantum dalam al-

Qur’an surat al-Isra’ ayat 33 yaitu:

Oy 23 3 3,2 o6 Wl oyl s 38 gl 1 e 0 V1A g5 k1285

@ s 06

135yeikh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Abdurrahim C.N,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 60.

124 Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam." Jurnal Transformatif (Islamic
Studies) 1.2 (2017): 198-212.
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Artinya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya),
kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya,
sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah
dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia
adalah orang yang mendapat pertolongan.

Selanjutnya di dalam Surat an-Nisa’ayat 93 Allah juga menyebutkan:

ot e St e 5ot (. sk 4 Los (P4 a@.. 54— 4 2, .4 2 95 (3% o ..
Kakae Gl il Aoy Caialy ade A Cuasy 130 1> e Lioglid aaks Gass JJadd o9
Artinya:
Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka

balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya,

dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan manusia melakukan pembunuhan
dengan sengaja dan secara zalim. Artinya sengaja hendak membunuh dengan alat
yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu bahwa orang yang
akan dibunuh adalah orang beriman.'?® Allah sangat membenci orang- orang yang
melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’.
Karena hal itu dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan dapat

merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar
diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Islam memandang bahwa

memelihara dan mengekspresikan hak individu sama pentingnya dengan me-

125 Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Jilid I, terj.
Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hal. 376.
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melihara dan mengekspresikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, barangsiapa yang
memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara

manusia seluruhnya.!2

Hukum dalam Islam disyari’atkan Allah dengan tujuan utama untuk
merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan
untuk kepentingan individu, masyarakat atau kepentingan keduanya. Kemaslahatan
yang ingin diwujudkan hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan

manusia, yang menurut hasil penelitian para u

Hak-hak yang paling utama yang dijamin dalam hukum pidana Islam adalah
hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak
persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak
milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan sisi manusia tanpa
membedakan pertimbangan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya
dalam masyarakat. Dalam pandangan yang lebih spesifik, menurut Ali Yafie fungsi
hukum pidana Islam adalah untuk membina dan menata kehidupan bermasyarakat
yang bertanggung jawab. Hak-hak setiap manusia dilindungi dan dari setiap
manusia dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka

mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang bermoral.*?’

Hukum pidana Islam berbicara tentang larangan-larangan dan sanksi hukum

bagi siapa yang melanggarnya, pada prinsipnya adalah memandang bahwa pada

126 Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam."
(2015).
127 gatjipto Raharjo, IImu Hukum, (Bandung: Aditya Bhakti, 1996), hal. 139.
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setiap tindakan kejahatan yang dilarang itu pasti mengandung mafsadat (bahaya)
bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Itulah sebabnya, maka Islam dengan gigih
dan dengan berbagai cara membasmi kejahatan. Prinsip kewajiban amar ma’ruf dan
nahi munkar adalah di antara upaya membersihkan masyarakat dari tindakan

mafsadat.1?8

Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana
islam adalah qgishash, atau hukuman bunuh. Qisas ialah mengambil pembalasan
yang sama. Karena prinsip hukuman dalam Islam terutama yang berkenaan dengan
jiwa dan anggota badan adalah persamaan. Apabila ia melukai seseorang, maka
harus dibalas dengan cara melukainya dan apabila ia membunuh seseorang, maka
ia juga harus dibunuh sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.'?® Dari
paparan diatas dapat dipahami bahwa pelanggaran berat HAM dalam kitab-undang-
undang hukum pidana dikenakan sanksi gisash atau hukuman setimpal dalam
tinjauan hukuman pidana islam. Namun perlu dianalisis lebih rinci lagi ketentuan-

ketentuan pelanggaran HAM berat yang ada dalam KUHP.

Pertama, peralihan hukuman. Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip
bahwa tindak pidana khusus dapat berubah menjadi tindak pidana umum, terutama
melalui konsep istishab. Istishab adalah prinsip yang mengatakan bahwa status
hukum sesuatu tetap berlaku sampai terbukti sebaliknya. Dengan kata lain, jika

seseorang didakwa melakukan tindak pidana khusus, tetapi bukti yang cukup tidak

128 Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam.™ Al-
Ulum 19.1 (2019): 239.

129 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 67.
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dapat ditemukan, maka dakwaan itu bisa beralih menjadi dakwaan untuk tindak
pidana umum yang relevan. Misalnya, jika seseorang didakwa melakukan
pencurian, tetapi bukti yang cukup untuk membuktikan tindakan pencurian tersebut
tidak ada, maka dakwaan itu mungkin beralih menjadi dakwaan untuk tindak pidana

umum seperti merampok atau perampasan secara paksa.

Prinsip ini memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan tetap mendapat
perhatian hukum, meskipun kategori pelanggarannya mungkin berubah. Ini juga
mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam untuk memastikan bahwa
keadilan dapat ditegakkan meskipun dalam situasi di mana bukti untuk tindak
pidana spesifik mungkin sulit untuk ditemukan. Dengan demikian peralihan
hukuman dalam islam bisa dilakukan namun harus disertai barang bukti bukan

hanya sembarangan penetapan hukum dalam kasus tindak pidana.

Kedua, mengenai hukum yang berlaku surut. Pada dasarnya hukum berlaku
surut sudah diatur lebih spesifik di dalam UU Pengadilan HAM namun setelah
dimuat dalam KUHP ketentuan ini dihapus, mengingat pemberlakuan asas legalitas.
Dalam pandangan hukum pidana islam, apabila muncul ketentuan baru tentang
hukuman yang lebih maslahat bagi pelaku kejahatan, pelaku harus diberi hukuman
yang lebih maslahat, walaupun kejahatan tersebut ia lakukan ketika sanksi lama
berlaku. Namun demikian, apabila pelaku kejahatan tersebut telah diberi sanksi
berdasarkan aturan yang lama, ia tidak boleh diberi sanksi berdasarkan aturan yang
baru, karena sanki dimaksudkan untuk menjaga agar kejahatan tidak terulang dan
kemaslahatan masyarakat terjamin. Oleh karena itu, hukuman harus disesuaikan

dengan kadar kemaslahatan yang akan dicapai walaupun menurut aturan baru
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hukumannya lebih ringan. Selain itu, hukuman yang lebih berat bukan satu-satunya
jalan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan termasuk adil apabila pelaku
kejahatan tidak diberi hukuman yang melebihi batas kemaslahatan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana islam lebih memprioritaskan

kemaslahatan dan keadilan.

Ketiga, adanya masa kadaluarsa dalam hukuman jelas telah ditegaskan didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun permberlakuan daluarsa dalam
hukum pidana islam sangat jauh berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad
Fathi bahwa sebab-sebab daluarsa apabila mati, pemaafan, perdamaian, dan taubat.
Dengan demikian dalam hukum pidana islam kadaluarsa hanya ada pada
pelaksanaan hukuman. Namun sebagian para fuqoha menolak adanya masa

daluarsa dalam hukuman.

Keempat, tentang adanya pemangkasan hukuman pada pelanggaran HAM berat
yang ada dalam KUHP ini juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidan islam.
Pemangkasan hukuman dalam Islam bisa terjadi dalam beberapa situasi, terutama
jika terdapat alasan-alasan yang membenarkan pengurangan hukuman. Berikut

beberapa contoh:

1. Ta'zir: Dalam hukum Islam, terdapat konsep ta'zir yang memberikan
kewenangan kepada hakim untuk memberikan hukuman sesuai dengan
kebijaksanaan dan keadaan kasus tertentu. Ini bisa mencakup pemangkasan
hukuman jika hakim memandang bahwa hal itu sesuai dengan keadilan dan

kebutuhan masyarakat.
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2. Ma'rufah wa Munkar: Prinsip ini mengajarkan untuk mengajak kepada yang
baik dan mencegah dari yang buruk. Dalam konteks ini, jika seseorang
menunjukkan penyesalan yang jujur atas perbuatannya dan berusaha
memperbaiki diri, maka mungkin terdapat pemangkasan hukuman sebagai

bentuk penerapan prinsip keadilan dan kasih sayang.

3. Pengampunan: Dalam Islam, terdapat konsep untuk memberikan
pengampunan kepada pelaku kesalahan jika mereka menunjukkan tanda-
tanda tobat yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk memperbaiki
perilaku mereka di masa depan. Ini bisa mengakibatkan pemangkasan atau

bahkan penghapusan hukuman.

Namun demikian, pemangkasan hukuman haruslah dilakukan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlakuan hukum, dan perlindungan
hak asasi manusia, sehingga tidak boleh sembarangan atau sewenang-wenang. Hal

ini penting untuk menjaga integritas dan otoritas dari sistem peradilan dalam Islam.

Kelima, tidak ada pertanggungjawaban komando. Dalam islam tidak mengatur
secara rinci terhadap prosedur pelaksanaan hukum terhadap korban pelanggaran
HAM berat. Namun, tidak tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada
pertanggungjawaban komando atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia
dalam Islam. Sebaliknya, Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat menekankan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam Islam, prinsip
keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia adalah nilai-nilai penting. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,
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seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perlakuan tidak manusiawi
lainnya, dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dilarang secara tegas

dalam ajaran Islam.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pelanggaran-pelanggaran semacam itu
dapat dikenai hukuman yang berat, termasuk hukuman mati, berdasarkan kepada
prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Namun demikian, proses
peradilan haruslah adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum
Islam, serta memperhatikan hak-hak individu dan perlindungan terhadap
penyalahgunaan kekuasaan.Jadi, mengklaim bahwa tidak ada pertanggungjawaban
komando atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam pandangan
Islam tidaklah tepat. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, perlindungan
terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang

merugikan individu atau masyarakat.



BAB YV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

Pertama, ketentuan pelanggaran berat HAM menurut undang-undang No. 1
Tahun 2023 tentang KUHP ada beberapa perubahan dalam pelanggaran berat HAM
diantaranya, perubahan tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum, tidak
adanya asas nonretroaktif, tidak adanya masa kadaluarsa, adanya penurunan
hukuman, dan tidak adanya pertanggungjawaban komando. Dengan demikian hal
ini akan dikhawatirkan tersendatnya proses dalam menangani kasus pelanggaran

HAM berat.

Kedua, Hukum Islam sangat memperhatikan prinsip dan hak asasi manusia,
Keadaan tersebut sangat efektif dalam menegakkan hukum dan menjamin hak-hak
asasi manusia. Sehingga hukum islam selalu menekankan perlindungan keadilan
dan kemaslahatan. Namun demikian dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 2023 banyak
dalam prosesnya yang tidak mencerminkan keadilan perlindungan dan
kemaslahatan bagi korban pelanggaran berat HAM. Padahal hukum haruslah dibuat
dan ditetapkan mencerminkan kemaslahatan bagi umat islam. Dengan demikian

UU KUHP belum memenubhi seperti yang diamantkan oleh hukum Islam.
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B. SARAN

1. Di harapkan kepada lembaga legislatif mencabut ketentuan pasal 598 dan 599
dalam KUHP tentang tindak pidana khusus pelanggaran berat terhadap HAM
dari KUHP dan tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM. Karena jika pelanggaran berat HAM tetap diatur
dalam KUHP hanya akan mempersulit penuntasan kasus pelanggaran HAM,
khususnya yang terjadi di masa lalu.

2. Diharapkan kepada lembaga legislatif yang selaku pembentuk undang-undang
agar lebih mengutamakan penegakan dan keadilan subtansial suatu peraturan
perundang-undangan untuk mempertegas norma-norma hukum agar dapat
memastikan tegaknya keadilan kususnya UU tentang pelanggaran berat HAM,

sehingga terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM berat
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